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PEMKOT BAHAS RENCANA HIBAH TANAH 
KEPADA KSOP KELAS II KENDARI 

 
Sumber gambar: 
kendarikota.go.id 

 

Isi Berita: 

Kendari, kendarikota.go.id – Pemerintah Kota Kendari menggelar rapat 

membahas rencana hibah tanah kepada Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan 

(KSOP) Kelas II Kendari, Rabu (25/6/2025). Rapat berlangsung di ruang Command 

Center Balai Kota Kendari dan dipimpin langsung oleh Asisten I Setda Kota Kendari. 

Pertemuan ini juga melibatkan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

(Setditjen Hubla) melalui sambungan Zoom. Perwakilan dari Setditjen Hubla, Lolan P, 

menyatakan bahwa pelabuhan merupakan fasilitas umum yang harus dikelola secara 

tertib dan terkoordinasi. Ia menegaskan pentingnya sinergi dalam penyelesaian 

administrasi aset, seraya menyatakan kepercayaannya bahwa aset negara dapat diatur 

dengan prinsip yang sama oleh kedua pihak. 

“Semangat kita satu, pelabuhan ini adalah untuk kepentingan umum, dan kita 

harus mengelola aset negara ini dengan administrasi yang tertib,” tegasnya. Sementara 

itu, Asisten I Setda Kota Kendari, Maman Firmansyah, menegaskan bahwa Pemkot 

Kendari tidak memiliki niat menghambat proses hibah, melainkan ingin memastikan 

seluruh proses berjalan sesuai regulasi. “Semangat kami adalah mencari solusi terbaik, 

bukan menghalangi. Yang penting data aset kami dan KSOP sinkron agar tidak terjadi 

tumpang tindih,” ujarnya. Dalam paparannya, Maman menjelaskan bahwa tanah yang 

akan dihibahkan berada di kawasan Bukutoko. Berdasarkan data yang dimiliki Pemkot 

Kendari, tanah tersebut merupakan bagian dari lahan seluas 101.344 meter persegi yang 

dibebaskan pada tahun 2009. Dari jumlah tersebut, sekitar 37.000 meter persegi berada 
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dalam kawasan pelabuhan dan termasuk dalam area yang akan dikembangkan oleh 

KSOP. 

Ia menambahkan bahwa lahan tersebut telah tercatat dalam Kartu Inventaris 

Barang (KIB) milik Pemkot dan memiliki status hak pakai. Saat ini, proses pengurusan 

sertifikat atas lahan tersebut masih berjalan. “Kami punya bukti pembebasan lahan yang 

sah, dan datanya tercatat sejak 2009. Statusnya hak pakai, meskipun sertifikatnya sedang 

dalam proses,” ungkap Maman. Rapat juga menampilkan dokumen dan peta digital yang 

menunjukkan area yang diarsir kuning, yakni lahan milik Pemkot Kendari yang berada di 

dalam pagar pelabuhan. Pihak Pemkot meminta agar data tersebut disandingkan dengan 

data yang dimiliki KSOP guna memastikan kesesuaian dan menghindari klaim ganda atas 

lahan tersebut. 

Sebagai penutup, Asisten I kembali menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga 

dalam pengelolaan aset negara. Ia berharap hasil rapat ini bisa menjadi dasar untuk 

keputusan yang adil, akuntabel, dan sesuai hukum. Pihak KSOP dan Setditjen Hubla 

menyatakan akan menindaklanjuti pembahasan ini dengan koordinasi lanjutan guna 

mempercepat proses hibah yang diharapkan dapat mendukung pengembangan pelabuhan 

Bukutoko ke depan. (AY/PA/NY) 

 

Sumber Berita: 

1. https://berita.kendarikota.go.id/pemkot-bahas-rencana-hibah-tanah-kepada-ksop-

kelas-ii-kendari/, “Pemkot Bahas Rencana Hibah Tanah kepada KSOP Kelas II 

Kendari”, tanggal 25 Juni 2025. 

2. https://www.rri.co.id/daerah/1608193/pemkot-kendari-bahas-hibah-tanah-untuk-

pelabuhan, “Pemkot Kendari Bahas Hibah Tanah untuk Pelabuhan”, tanggal 25 Juni 

2025. 

 

Catatan: 

➢ Terkait hal di atas diatur diatur pada: 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Milik Daerah, pada: 

a. Pasal 1 ayat (42) menyatakan bahwa Hibah adalah pengalihan kepemilikan 

barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah 

Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada Pihak Lain, tanpa memperoleh 

penggantian; 

b. Pasal 397 ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik Daerah dapat 

dihibahkan jika memenuhi persyaratan:  

1) bukan merupakan barang rahasia negara;  
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2) bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; 

dan   

3) tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi 

Pemerintahan Daerah; 

c. Pasal 397 ayat (2) menyatakan bahwa Segala biaya yang timbul dalam 

proses pelaksanaan Hibah setelah diberikan persetujuan Hibah ditanggung 

sepenuhnya oleh pihak penerima Hibah; 

d. Pasal 459 ayat (4) menyatakan bahwa Pengelola Barang menyampaikan 

laporan Penghapusan kepada gubernur/bupati/wali kota dengan 

melampirkan keputusan Penghapusan yang disertai dengan:  

1) risalah lelang dan Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal 

Pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Penjualan secara lelang;  

2) Berita Acara Serah Terima (BAST), dalam hal Pemindahtanganan 

dilakukan dalam bentuk Penjualan tanpa lelang, Tukar Menukar dan 

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; dan  

3) Berita Acara Serah Terima (BAST) dan naskah Hibah, dalam hal 

pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk Hibah.  
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